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Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula. Restorative justice atau keadilan restoratif hadir di
Indonesia menjawab persoalan peradilan yang terlalu bertele-tele dalam
penyelesaian perkara pidana. Konsep restorative justice yang menyerupai mediasi
mampu memberikan pemulihan kepada korban tanpa proses yang panjang seperti
penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan
Keadilan Restoratif ini tidak disebutkan mengenai penanganan khusus pada pelaku
tindak pidana yang mengalami disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual atau
tunagrahita adalah seseorang yang mengalami keterlambatan dalam cara berpikir,
dengan kata lain kecerdasannya di bawah dari orang normal. Mereka memiliki
keadaan yang beragam untuk menghadapi hukum dikarenakan keterbatasan yang
dialami memiliki jenis, tingkatan, dan pengelompokan yang bermacam-macam.
Ketika penyandang keterbatasan ini menjadi pelaku dalam sebuah tindak pidana,
tidak menutup kemungkinan mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama
seperti layaknya orang normal. Namun, apabila diamati dari segi kecerdasannya
tidak sesuai dengan usia sesungguhnya, hal ini perlu penilaian ahli apabila
menginginkan adanya penghapusan pidana yang memerlukan proses pemeriksaan
di pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP), terdapat 2 (dua) dasar penghapusan pidana yakni dasar pemaaf dan
dasar pembenar. Jika pelaku adalah seorang disabilitas intelektual, penyelesaian
perkara pidana dengan pendekatan restorative justice pada tahap penyidikan,
melibatkan beberapa langkah khusus. Penyelesaian perkara pidana dengan
pendekatan restorative justice pada tahap penyidikan, terutama jika pelaku adalah
seorang disabilitas intelektual, memerlukan langkah Kkhusus seperti
mengidentifikasi kondisi pelaku dan kapasitas pelaku, keterlibatan pendamping,
serta diskusi dan kesepakatan. Dalam restorative justice pada tahap penyidikan
memerlukan tanda tangan pada berkas perdamaian. Berkas perdamaian dalam
restorative justice apabila merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan
Keadilan Restoratif memerlukan tanda tangan pelaku dan korban sebagai bentuk
kesepakatan tertulis, lalu timbul beberapa pertanyaan terhadap tanda tangan
seorang pelaku tindak pidana disabilitas intelektual. Kecakapan pelaku dalam
menandatangani berkas perdamaian ini diragukan keabsahannya. Tanda tangan
pada berkas perdamaian perlu melihat kembali pada kapasitas pemahaman dan
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komunikasi pelaku, yang berarti pelaku dapat menandatangani sendiri atau oleh
orang tua/wali maupun pendamping hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian yaitu doctrinal
research yang membahas kekaburan norma dalam Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana
berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai restorative justice terhadap pelaku
tindak pidana disabilitas intelektual pada tahap penyidikan. Penelitian ini secara
umum memuat pengaturan mengenai restorative justice yang pelakunya mengalami
disabilitas intelektual pada tahap penyidikan dalam Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 dan penandatanganan berkas perdamaian
restorative justice pada pelaku yang mengalami disabilitas intelektual, tujuan
penelitian ini adalah mengembangkan pengetahuan khususnya tentang restorative
justice.
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ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan
restorative justice pada pelaku tindak pidana yang mengalami disabilitas intelektual
pada tahap penyidikan dan mengetahui pihak yang menandatangani berkas
perdamaian restorative justice pada pelaku tindak pidana yang mengalami
disabilitas intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe
penelitian doctrinal research yang membahas kekaburan norma dalam Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan
Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai restorative justice
terhadap pelaku tindak pidana disabilitas intelektual pada tahap penyidikan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan restorative
justice pada pelaku tindak pidana yang mengalami disabilitas intelektual pada tahap
penyidikan belum diatur secara khusus di dalam PERPOL No. 8/2021. Jika pelaku
tindak pidana adalah seorang penyandang disabilitas intelektual, memerlukan
langkah khusus seperti mengidentifikasi kondisi pelaku dan kapasitas pelaku,
keterlibatan pendamping, serta diskusi dan kesepakatan, dan pelaksanaan
kesepakatan. Hal-hal tersebut dikaitkan dengan kecakapan pelaku sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdata mengenai ketidakcakapan. Kedua,
pihak yang menandatangani berkas perdamaian restorative justice pada pelaku
tindak pidana yang mengalami disabilitas intelektual. Tanda tangan pada berkas
perdamaian perlu melihat kembali pada kapasitas pemahaman dan komunikasi
pelaku, tanda tangan ini dapat dilakukan oleh pelaku sendiri dan sesuai dengan
kriteria orang dewasa yang dungu pada Pasal 433 KUHPer harus di bawah
pengampuan atau ditandatangani oleh pendamping hukum yang bertindak atas
nama pelaku.

Kata Kunci : Restorative Justice, Disabilitas Intelektual, Penyidikan
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